
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1041, 2018 KEMENKOMINFO. Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi 
dan Informatika. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2018  

 TENTANG  

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

   

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan peningkatan investasi dan 

pelaksanaan berusaha, perlu dilakukan perubahan 

terhadap proses bisnis perizinan di lingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 4252);   

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952); 

  4.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5065); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3981); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4485); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4566); 

 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 

Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4567); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 

Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4568);   

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 

tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5749); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
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  16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

  17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

  18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 

TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KOMUNIKASI 

DAN INFORMATIKA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 

persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 

komitmen. 

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online 

Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah 

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 

untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha 

melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan 

pengelolaan dan penatausahaan layanan pos. 
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4. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga 

memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran 

melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di 

darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan 

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau 

media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 

bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran. 

6. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya 

disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara 

kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan 

penyiaran. 

7. Evaluasi Uji Coba Siaran adalah evaluasi terhadap 

penyelenggaraan uji coba siaran untuk memperoleh IPP. 

8. Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis 

dan operasional. 

9. Penomoran Telekomunikasi adalah Kombinasi digit yang 

mencirikan identitas pelanggan, wilayah, elemen jaringan, 

penyelenggara, atau layanan telekomunikasi. 

10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan 

yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.  

11. Daftar Hitam Penyelenggara adalah daftar yang memuat 

identitas direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang 

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR 

adalah izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum 

frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio 

berdasarkan persyaratan tertentu. 

13. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah 

izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi 

radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan 

persyaratan tertentu. 
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